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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4), Pasal 141, Pasal 144 ayat (4),
dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persia pan, Pembangunan, dan Pemindahan lbu
Kata Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kata Nusantara,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara dan Aset dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), UU 3 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 41, TLN No. 6766), PP 27 Tahun 2014
(LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun
2020 (LN Tahun 2021 No. 58, TLN No. 6660), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.
268, TLN No. 6584), PP 17 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 101, TLN No. 6789), Perpres
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun
2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022
(BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BMN dan
Pengelolaan ADP, di Ibu Kota Nusantara, yang bertujuan untuk terselenggaranya tata
kelola BMN dan tata kelola ADP yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna
mewujudkan pengelolaan BMN dan Pengelolaan ADP yang efisien, efektif, dan optimal.
Menteri selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang, bertanggungjawab
dan berwenang meneliti dan menyetujui standar barang dan standar kebutuhan BMN
di lbu Kota Nusantara yang diusulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, melakukan
penetapan status Penggunaan BMN yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara, dan
melakukan tanggung jawab dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN. Kepala Otorita Ibu Kata
Nusantara merupakan Pengguna Barang di Ibu Kota Nusantara atas BMN yang berada
dalam penguasaannya. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang yang
memnpuyai tanggung jawab dan kewenangan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2023 dan diundangkan pada
tanggal 11 Mei 2023.



